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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur 

berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945, maka pelaksanaan 

pembangunan nasional harus memperhatikan kerasian, keselarasan, dan 

kesinabungan antara unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan 

ekonomi, dan stabilitas nasional. Pembangunan di berbagai bidang memerlukan 

dana pendukung yang tidak sedikit terutama dalam bidang usaha dan industri. Salah 

satu sektor usaha yang mempunyai peran strategis dalam masalah biaya 

pembangunan terutama dalam bidang perekonomian adalah lembaga perbankan. 

Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang 

berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang memerlukan dana untuk suatu 

kegiatan usaha, misalnya untuk memenuhi kebutuhan modal lancar. Lembaga 

perbankan bergerak dalam kegiatan perkreditan, pemberian berbagai jasa, melayani 

kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi 

semua sektor perekonomian. Akibat Dari kegiatan-kegiatan tersebut, 

memposisikan bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai 

sumber dana utama untuk pembiayaan pembangunan dan kegiatan usaha. Bank 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas 

perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. 

1 



Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

Tentang Perbankan (untuk selanjutnya disingkat Undang-Undang Perbankan). 

Secara tegas mengakui bank berdasarkan pengelolaannya menjadi dua, yakni 

perbankan yang di kelola secara konvensional dan perbankan yang dikelola 

berdasarkan prinsip syariah. Adapun yang dimaksud dengan “Bank Umum adalah 

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional”. 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 angka (2) tentang Perbankan yang 

selanjutnya disingkat UU Nomor 10 / 1998 mejelaskan: 

“Bank Syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu 

lintas pembayaran”.1 

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme 

dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai 

kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi 

asetnya, dengan pola dan/ atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat 

Islam.2 

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998 tentang Perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara 

bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, 

                                                             
1 H. Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta:Sinar Grafika.Hlm. 1 
2 Ibid 



atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan 

prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan 

keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa 

murni tanpa pilihan (ijarah),  atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan 

atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).3 

“Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana 

pemilik modal (shahibul amal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola 

(mudharib) dengan suatu perjanjian awal “ 

 Ditinjau dari sudut pandang perbankan, fasilitas kredit mempunyai 

kedudukan yang sangat istimewa terutama di daerah-daerah yang sedang 

berkembang. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 

(11). 

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. 

Selanjutnya UU Nomor 10 / 1998 bahwa dalam pemberian kredit harus ada 

perjanjian kredit. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada 

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 

                                                             
3 Ibid 



hal.4 Perjanjian kredit merupakan ketentuan-ketentuan yang memiliki kepastian 

hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang berkaitan dengan 

dalam perjanjian tersebut.5 

Dalam melakukan perjanjian kredit untuk meminjam modal, bank 

konvensional lebih melihat dari apa yang menjadi pinjaman yaitu utang pokok 

ditambah bunga, jadi peminjaman modal atau kredit ini tidak terlepas dari metode 

bunga yang merupakan sumber utama dari pendapatan bank konvensional, 

sedangkan pada bank syariah dalam menyalurkan dana atau pembiayaan 

menggunakan metode bagi hasil yang disepakati satu sama lain (ijab qabul) antara 

bank dan nasabah yang telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).  

Proporsi bagi hasil didasarkan atas jumlah keuntungan usaha yang diperoleh 

debitur, di mana pada bank syariah tidak ditentukan keuntungan pasti yang 

diterapkan pada awal perjanjian, yang berbeda dengan bank konvensional yang 

sudah memastikan keuntungannya dengan jumlah bunga yang diberikan kepada 

debitor, namun pada bank syariah keuntungan di muka hanya dimungkinkan untuk 

akad-akad (perjanjian) jual-beli melalui pembiayaan kepemilkan barang. Baik bank 

konvensional maupun bank syariah adalah dua jenis bank yang memiliki kesamaan 

dan perbedaan dalam perjanjian kredit dan akad pembiayaan.  

 Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko sehingga bank dituntut 

kemampuan dan efektivitasnya dalam mengelola resiko kredit dan meminimalkan 

                                                             
4 R. Subekti.1992.Hukum Perjanjian. Jakarta:PT Intermasa.Hlm.1  
5 Kasmir.2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 93 



potensi kerugian sehingga bank wajib memperhatikan asas-asas perkreditan yang 

sehat, diantaranya: 

1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian 

tertulis; 

2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit pada usaha yang sejak 

semula telah diperhitungkan kurang sehat dan akan membawa 

kerugian; 

3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit untuk pembelian saham 

dan modal kerja dalam rangka kegiatan jual beli saham; 

4. Memberikan kredit melampaui batas maksimum pemberian kredit 

(legal lending limit) 

Fungsi dan keberadaan bank sangat penting  dalam mendukung upaya 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah menjadi intermediasi bagi 

masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarkat yang kekurangan dana. Para 

penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat 

kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam 

yang membutuhkan dana. 

Semakin banyak perusahaan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar 

dan bertambah maju akan membuat perusahaan tersebut semakin mampu 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha 

kecil dan menengah yang mengalami hambatan dalam menjalankan usahanya 

karena kekurangan modal. Melihat kebutuhan kredit yang tinggi, lembaga 

perbankan salah satunya yaitu Bank Sumsel Babel Syariah yang menyediakan 



berbagai fasilitas kredit yang diantaranya, dengan bagi hasil (mudharabah). 

Biasanya dana digunakan untuk pembiayaan modal usaha seperti perdagangan jasa 

maupun produk 

Yang disediakan dalam pembiayaan ini adalah barang ataupun uang tunai 

yang memiliki nilai sama dengan uang. Bila dilihat dari segi jumlah, jelas bank 

syariah bisa memberikan dana sebesar 100% dari modal yang dibutuhkan dimana 

belum tentu bank konvensional mampu memberikannya. Namun bisa saja bank 

hanya memberikan setengahnya saja karena dana berupa patungan dari antara bank 

dengan nasabah. Bila dilihat dari sistem bagi hasil, tersedia dua sistem yaitu profit 

dan revenue yang dikenal dengan nama nisabah. Dimana pemilik modal nantinya 

menyerahkan harta yang dimiliki kepada nasabah guna diperdagangkan yang 

nantinya ada pembagian keuntungan di akhir dan telah disepakati sebelumnya.6 

Pemberian kredit oleh bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip 

kehati-hatian dilakukan melalui analisa yang akurat dan mendalam melalui 

penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah 

dan memenuhi syarat hukum, serta pengikatan jaminan yang kuat disertai 

dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Semua itu bertujuan agar kredit 

yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan 

perjanjian yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.7 

                                                             
6  https://koinworks.com/mengenal-macam-macam-jenis-pinjaman-bank-syariah/ 
7  Sutarno.2004. Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. 

Bandung:Alfabeta.Hlm.2 



Untuk menghindari risiko dalam pemberian kredit, jaminan pemberian 

kredit sangat diperlukan dan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan 

oleh bank, sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau 

debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jaminan adalah 

sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa 

debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari 

suatu perikatan. Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai 

kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang 

karena ada kepercayaan. Hal ini berarti suatu lembaga keuangan akan memberikan 

kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan 

pinjaman yang di terimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang 

disetujui oleh kedua belah pihak. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Bank Sumsel Babel Syariah  

Palembang selanjutnya di singkat BSBS merupakan salah satu tempat untuk 

memperoleh kredit modal kerja bagi para pengusaha kecil. BSBS merupakan bank 

yang memberikan kredit dengan sasaran utama adalah usaha kecil atau usaha kecil 

mikro (UKM) dengan syarat yang mudah. Progam pemberian kredit BSBS lebih 

sering memberikan pemberian kredit modal kerja, karena syarat-syarat 

pengajuannya lebih mudah dibandingkan dengan yang lainnya (lembaga 

perbankan). Sehingga banyak diminati masyarakat. 

Pemberian kredit oleh BSBS kepada masyarakat dilakukan melalui suatu 

perjanjian kredit antara pemberi dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan 

hukum antara keduanya. Seringkali yang ditemui di lapangan perjanjian kredit 



dibuat oleh pihak kreditur atau dalam hal ini adalah bank, sedangkan debitur hanya 

diminta mempelajari dan memahaminya dengan baik, serta tanda tangan 

persetujuan. 

Bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk 

membayar kembali kewajibannya. Dan penting pula, bahwa bank dalam 

menyalurkan dana untuk kredit harus didasarkan pada adanya jaminan. Keyakinan 

bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank 

sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang sesakma terhadap 

watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. 

Untuk menambahkan keyakinan bank terhadap watak dan kemampuan 

debitur, bank selalu meminta jaminan tambahan berupa agunan. Dalam praktek 

perkreditan, ternyata agunan sebagai jaminan tambahan sebenarnya merupakan hal 

yang sangat diutamkan oleh bank dari pada sekedar jaminan berupa keyakinan 

bahwa debiturnya akan membayar kembali kredit tersebut. 

 Selain hal-hal tersebut diatas antara pihak kreditur (bank) dengan pihak 

debitur diadakan pertemuan yang berlangsung antara pemberi kredit dengan 

penerima kredit maka akan ada kesepakatan tertulis yang dapat dijadikan dasar 

sehingga ada ketegasan dan kepastian hukum antara keduanya. Kemudian 

Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit 

sehingga timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam melakukan 

perbuatan hukum. 



Kesepakatan di dalam perjanjian kredit dicapai apabila pihak pemohon 

kredit membubuhkan tanda tangannya pada formulir perjanjian. Hal ini berarti 

pemohon kredit tersebut telah menyetujui isi perjanjian tanpa dimintai pendapat 

terlebih dahulu, karena dalam perjanjian kredit bank, formulir perjanjiannya sudah 

baku. Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya di bank, tidak lepas dari 

berbagai permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit. 

Khususnya pada Bank Sumsel Babel Syariah Palembang adalah keadaan di mana 

debitur meninggal dunia. Pada umumnya di bank tidak lepas dari berbagai 

permasalahan seperti debitur meninggal dunia. Dalam kehidupan, setiap manusia 

akan menghadapi suatu resiko baik itu jiwa maupun harta benda. Resiko terhadap 

harta benda (harta kekayaan) tersebut bisa berbentuk sifat maupun kualitas,  

misalkan terjadi kehilangan atau kerusakan pada harta benda. Sedangkan resiko 

terhadap jiwa itu kecelakan, meninggal. Peristiwa kematian yang menjadi penyebab 

timbulnya pewarisan kepada ahli waris. Obyek waris adalah harta yang 

ditinggalkan oleh almarhum. Pengertian dari pewaris ialah orang yang meninggal 

dunia yang meninggalkan harta kekayaan. 

Sedangkan ahli waris menurut kamus lengkap bahasa Indonesia ialah 

anggota keluarga yang berhak menerima warisan orang yang meninggal dunia. 

Maka dari itu Bank juga mewajibkan asuransi jiwa debitur dan asuransi 

barang/jaminan debitur perusahan yang telah di tetapkan oleh pihak bank. Asuransi 

kredit antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 

124/PMK.010/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi 



Kredit dan Suretyship (“PMK 124/2008”). Pasal 1 angka 2 PMK 124/2008 tersebut 

menyatakan: 

“Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan 

jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit 

tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit” 

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah 

sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara 

sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset 

(tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu 

melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. 

Jenis-jenis asuransi yang biasa digunakan di bank yaitu; 

1. Asuransi Kerugian 

2. Asuransi Penjaminan 

3. Asuransi Jiwa 

Guna asuransi itu untuk merasa aman oleh bank jika debitur tersebut tidak 

mampu melanjutkan tagihan yang telah diperjanjian oleh kreditur dan debitur. 

Menurut para ulama juga menyimpulkan bahwa para peserta asuransi atau para 

pemegang polis, bila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang 

premi yang sudah dibayar atau dikurangi. Dan dalam perjanjian kredit harus 

diwajibkan mengunakan asuransi yang telah di tetapkan di dalam perjanjian kredit. 

Pada jaman dahulu perjanjian kredit tidak mengenal  asuransi, jaman dahulu 

ahli waris lah yang menanggung, kalau ahli waris tidak bersedia menanggung 



jaminan yang telah disepakati diawal perjanjian dilelang. Sekarang perjanjian kredit 

di BSBS menggunakan pihak ke 3 yaitu asuransi. Berdasarkan kasus tersebut diatas 

penulis tertarik untuk memilih judul tesis “Penyelesaian Perjanjian Kredit 

Macet,Bagi Debitor Yang Meninggal Dunia (Studi Pada Bank Sumsel Babel 

Syariah, Palembang)” 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan, 

yaitu: 

1. Bagaimana peran notaris berkaitan dengan perjanjian kredit Bank Sumsel 

Babel Syariah Palembang dalam menjalankan fungsi sebagai penyuluhan 

hukum? 

2. Bagaimana Upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah 

Palembang dalam Penyelesaian Hukum jika Wanprestasi apabila Debitur 

meninggal dunia. 

C. Tujuan Penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet yang di lakukan oleh 

Bank Sumsel Babel Syariah Palembang akibat debitur meninggal 

dunia. 



2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Sumsel 

Babel Syariah Palembang dalam penyelesaian hukum apabila debitor 

telah meninggal dunia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu 

Hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang Hukum Perbankan. 

2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi 

dalam pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pada bank. 

 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Perjanjian. 

Untuk tercapai kata sepakat, para pihak harus memp unyai kemauan 

dan harus dinyatakan. Dalam hal ini terdapat 4 (empat) teori yaitu:8 

a. Teori kehendak (Wilstheorie). 

Menurut teori kehendak, perjanjian itu terjadi apabila ada 

persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi 

ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya 

perjanjian. 

                                                             
8  H.Salim, 2012, Perkembangan Teory dalam Ilmu Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, hal. 46 



b. Teori pernyataan (Uitingstheorie). 

Menurut teori pernyataan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang 

menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima 

penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat 

baru menjatuhkan ballpoint untuk menyatakan menerima, kesepakan 

sudah terjadi. 

c. Teori kepercayaan (Vertrouwenstheorie). 

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, 

tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang 

menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan 

itu benar-benar dikehendaki. 

d. Teori Penciptaan Bahaya (Gevaarzetting theorie). 

Jika  ada  Perbedaan antara  kehendak  dan  yang  dinyatakan, 

maka yang menciptakan keadaan tersebut yang bertanggungjawab 

teori ini juga dianggap kurang adil. 

 

2. Teori ultilitarian. 

Menurut teory Jeremy Bentham, bahwa hukum bertujuan semata-

mata apa yang berfaedah bagi orang banyak. Pendapat ini dititik 

beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat 

umun tanpa memperhatikan soal keadilan.9 Sehingga tujuan hukum 

dari teory ini ialah untuk memberikan faedah sebanyak-banyaknya, 

                                                             
9  Ibid 



jika dikaitkan dengan pemberian kredit oleh bank maka dapat 

diartikan bahwa pemberian kredit yang dilakukan oleh bank berati 

dapat menberikan manfaat kebahagian untuk meningkatkan taraf 

hidup perekonomian bagi masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. 

 

F. Kerangka Konseptual 

1. Perjanjian Kredit 

Pengertian perjanjian kredit menurut Mariam Daru Badrulzaman: 

 “Perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari 

penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil 

pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai 

hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini 

bersifat consensual (pacta de contrahendo) obligatoir yang mana 

diatur oleh UUP 1967 dan bagian umum KUHPerdata”.10 

2. Kreditur 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 

(2) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayran Utang. 

“Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian 

atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka 

pengadilan” 

 

                                                             
10 Mariam Darus Badrulzaman. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti. Hlm. 115 



3. Debitur 

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 Pasal 1 angka 

(3) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

“Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau 

undang-undang yang pelunasannya dapat di tagih di muka 

pengadilan.” 

4. Jaminan 

Yang dimaksud  dengan jaminan ialah suatu kekayaan yang dapat 

diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di belakang hari, kalau 

penerima kredit tidak melunasi hutangnya.11 

Jaminan kredit adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai mudah 

untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk 

pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang 

dibuat kreditur dan debitur.12 

5. Sistem Hukum Waris 

Di Indonesia terdapat 3 sistem hukum waris yang berlaku, yakni: 

a. Sistem Hukum Waris Perdata Barat, yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, disebut Waris 

Barat, dan berlaku untuk golongan keturunan Tionghoa dan 

Timur Asing. Bahkan, terkadang juga diberlakukan bagi para 

ahli waris pribumi yang beragama selain Islam yang memilih 

                                                             
11 Ibid. Hlm 27. 
12 Sutarno. 2005. Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank. Jakarta: Alfabeta. 

Hlm.142. 



perhitungan menurut Waris Barat dengan alasan 

perhitungannya yang simpel. 

Adapun dasar Hukum Waris adalah sebagaimana 

yang dirumuskan dalam Pasal 830 KUHPerdata, yaitu : 

“ Pewarisan hanya berlangsung karena kematian “ 

Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka 

kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris 

masih hidup ketika harta warisan terbuka. 

Apabila warisan telah terbuka maka ahli waris harus 

menentukan sikap yaitu:13 

1. Sikap menerima secara keseluruhan. Waris 

menerima warisan termasuk hutang piutangnya 

pewaris. 

2. Sikap menerima dengan syarat. Waris menerima 

warisan secara terperinci dan hutang piutang akan 

dibayar oleh waris sesuai warisan yang didapatnya. 

3. Sikap menolak. Waris menolak mendapat warisan 

karena dia tidak tahu sama sekali tentang 

pengurusan harta waris. 

Setiap ahli waris tidak diwajibkan menerima warisan, 

Berdasarkan Pasal 1045 KUHPerdata disebutkan bahwa: 

                                                             
13 Subekti. 2003. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta:PT Intermas.Hlm. 107 



“Tiada seorang pun diwajibkan menerima suatu warisan yang 

jatuh padanya.” 

Ahli waris dapat menolak warisan yang terbuka 

baginya. Tujuan dari penolakan itu bisa jadi untuk 

menghindarkan peralihan hak dan kewajiban tersebut. 

Berdasarkan Pasal 1058 KUHPerdata disebutkan bahwa:"Si 

waris yang menolak warisannya, dianggap tidak pernah 

menjadi waris.” 

Sedangkan Pasal 1057 KUHPerdata disebutkan bahwa 

:“Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus 

dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yang dalam daerah 

hukumnya telah terbuka warisan itu.” Artinya penolakan 

warisan harus datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri 

setempat, lalu menyatakan keinginannya dan Panitera 

membuat Akta penolakan. Apabila si penolak warisan tidak 

datang sendiri, ia boleh menguasakan penolakan itu kepada 

orang lain. Akan tetapi surat surat kuasa itu haruslah Notariil. 

Pada prinsipnya dalam KUHPerdata menyatakan 

bahwa yang diwarisi oleh ahli waris itu tidak hanya berupa 

hak atau bagian warisan, tetapi juga kewajiban (utang-utang) 

yang ditinggalkan oleh pewaris. 



b. Sistem Hukum Waris Islam, yang berlaku bagi Warga 

Negara Indonesia yang beragama Islam. 

Pada hukum waris islam, yang berhak mewaris 

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 Huruf (c), 

yaitu mereka yang : 

1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, 

2. Mempunyai hubungan perkawinan (dengan 

pewaris), 

3. Beragama Islam, 

4. Tidak dilarang Undang-undang selaku Ahli Waris 

c. Sistem Hukum Waris Adat, yang diatur berdasarkam hukum 

adat pada masing-masing daerah. Berlaku bagi masyarakat 

pribumi yang berdiam dan menundukkan diri di wilayah 

hukum adat tersebut. 

Dalam hukum waris masyarakat adat di Indonesia 

terdapat 3 corak sistem kekeluargaan waris adat, yaitu:14 

1. Sistem Patrilineal/Sifat Ke Bapakan. 

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan 

pihak nenek moyang laki-laki. Di dalam sistem ini 

kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam 

hukum waris sangat menonjol. 

 

                                                             
14 Erman Suparman. 1985. Intisari Hukum Waris Indonesia. Bandung: Amirco. Hlm. 49 



2. Sistem Matrilineal /Sifat Ke Ibu-an. 

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan 

pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem 

kekeluargaan ini, pihak laki-laki tidak menjadi pewaris 

untuk anak-anaknya, karena anak-anak mereka 

merupakan bagian dari keluarga ibunya, sedangkan 

ayahnya masih merupakan anggota dari keluarganya 

sendiri. 

3. Sistem Bilateral/ Parental ( Sifat Kebapakan/ Ke Ibu-

an). 

Sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan 

dari dua sisi, yaitu dari pihak bapak dan pihak ibu. Di 

dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan 

perempuan dalam hukum waris adalah sama dan sejajar, 

artinya baik anak laki-laki dan anak perempuan dalam 

hukum waris adalah sama dan sejajar, keduanya 

merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua 

mereka. 

5. Bank 

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak. 



 

6. Asuransi Kredit 

Asuransi Kredit adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan 

jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila 

penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan 

perjanjian kredit. 

  

G. Metode Penelitian 

1. Sifat Penulisan 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu 

atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisis, kecuali itu maka 

diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk 

kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 

timbul di dalam gejala yang bersangkutan.15 

Penulisa tesis dalam hal ini, tidak terlepas dari kegiatan penelitian tersebut. 

Dalam melakukan kegiatan penelitian, seseorang harus didukung oleh metode 

penelitian yang baik, agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa metodelogi merupakan unsur 

mutlak yang harus ada dalam kegiatan penelitian.16 

2. Metode Pendekatan 

                                                             
15 Soerjono Sukanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, cetakan ke-3. Hlm 42. 
16 Ibid. Hlm. 43 



Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis empiris yaitu dengan melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data 

penelitian dengan bertitik tolak pada aspek  normatif disertai dengan kajian teoritis 

hukum, dengan didukung oleh fakta-fakta di lapangan. 

3. Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 

a. Data primer; yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya 

baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk 

dokumen tidak resmi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. 

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara langsung ke 

lapangan untuk mencari keterangan secara langsung kepada 

responden mengenai informasi yang relevan dengan topik 

penelitian. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka atau 

literatur, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, makalah, laporan yang relevan dengan 

topik penelitian. 

4. Metode Pengumpulan Bahan Penelitian 

Pengumpulan data diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didukung 

dengan penelitian lapangan, sebagai berikut : 

1. Studi kepustakaan, yaitu menghimpun data dengan melakukan 

penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi: 



a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat. Yakni : Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan 

UUD 1945, KUHPerdata, UURI No. 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/26/PBI/2006 tanggal 8 

Nopember 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat, LNRI No. 

87 Tahun 2006. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku 

ilmiah bersumber pada buku-buku yang berisi teori atau 

pendapat para ahli hukum yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk dan penjelasan berupa kamus hukum, kamus bahasa 

Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Belanda dan 

artikel-artikel lainnya yang bertujuan untuk mendukung bahan 

hukum primer dan hukum sekunder. 

2. Studi lapangan, yaitu untuk mendapatkan data yang terkait dengan 

penyelesaian perjanjian kredit macet akibat wanprestasi yang 

dilakukan oleh debitor dengan melakukan wawancara dengan 

memberikan pertanyaan yang telah disusun peneliti terlebih dahulu 

kepada para responden. 

 



5. Metode Analisis Data 

Analisis data yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data 

primer dan data sekunder, menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan 

rujukan dalam menyelesaikan permaslahan penelitian ini. 

Analisis dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap gejala yang 

terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap para pihak yang 

berwenang, untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini. 

Kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap para pihak yang berwenang, 

untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian 

dilakukan pendekatan melalui data sekunder yang telah dikumpulkan, untuk 

menjadi rujukan dalam menemukan penyelesaian ddalam permasalahan penelitian 

ini. 

 

6. Metode Pengolahan Data dan Penarikan Kesimpulan 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian baik berdasarkan studi pustaka 

maupun lapangan kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu untuk 

memperoleh gambaran tentang pokok permaslahan dengan menggunakan metode 

berpikir induktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari yang bersifat khusus 

kemudian menarik kesimpulan pada hal-hal yang umum.17 

 

                                                             
17 Mardalis. 2009. Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara 

Hlm. 21  
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